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Pernyataan Penulis  Abstract 
Penulis menyatakan bahwa 
penelitian ini dilakukan 
tanpa adanya hubungan 
komersial atau keuangan 
yang dapat dianggap 
sebagai potensi konflik 
kepentingan. 

 Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembaruan hukum 
terhadap norma dan nilai perlindungan hukum dalam perkawinan campur, 
khususnya dalam perjanjian kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 69/PUU-XII/2015. Fokus utama diarahkan pada upaya rekonstruksi 
hukum yang mencerminkan keadilan substantif dan perlindungan hak 
konstitusional warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara 
asing. 

Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum yuridis 
normatif dengan metode analisis kualitatif terhadap data sekunder, berupa 
peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan Mahkamah 
Konstitusi. 

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK 
telah membuka ruang legal bagi pembuatan perjanjian kawin selama masa 
perkawinan, sehingga mengubah paradigma hukum dari sistem yang rigid 
menjadi lebih responsif. Namun demikian, ditemukan kelemahan dalam 
perlindungan terhadap pihak ketiga serta belum sinkronnya implementasi 
administratif di sektor pertanahan.  

Implikasi: Temuan ini menegaskan pentingnya perumusan kebijakan 
hukum yang lebih holistik, inklusif, dan terintegrasi lintas sektor. Penelitian 
ini merekomendasikan perlunya harmonisasi norma dan penyusunan 
regulasi turunan yang dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi 
seluruh pihak yang terkait.  

Kata kunci: Pembaharuan Hukum; Perkawinan Campur; Mahkamah Konstitusi 

Pendahuluan 

Pembangunan hukum dalam suatu negara tidak hanya dimaknai sebagai pembentukan 

norma-norma baru, melainkan juga mencerminkan suatu proses reformasi terhadap struktur dan 

budaya hukum yang telah ada,(Roni Sahindra, 2022). Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, 

hukum diidealkan berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) yang mampu 

menyesuaikan diri terhadap dinamika sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Dalam perspektif 

empiris, keberadaan hukum seharusnya memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi 
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masyarakat,(Utama, 2021). Teori-teori hukum modern seperti teori responsif dari Philippe Nonet dan 

Philip Selznick menegaskan bahwa hukum harus adaptif terhadap perubahan sosial serta memiliki 

legitimasi moral dan substansi normatif yang menjamin keadilan substantif,(Hermawan & Surya 

Kusuma, 2022). Dalam kenyataannya, terdapat ketimpangan antara cita hukum yang diidealkan 

dengan praktik hukum yang terjadi di masyarakat. Salah satu contohnya adalah kebuntuan hukum 

yang dihadapi oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing 

(WNA), khususnya dalam hal hak kepemilikan properti,(Rachman et al., 2020). Di Indonesia, sistem 

hukum masih membatasi WNI dalam perkawinan campuran untuk memiliki tanah atau bangunan 

secara penuh apabila tidak membuat perjanjian kawin sebelum pernikahan, sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 21 jo Pasal 36 Undang-Undang Pokok 

Agraria,(Afhami, 2024). Hal ini menimbulkan permasalahan serius dalam hak konstitusional warga 

negara atas kepemilikan harta. 

Fenomena ini semakin mencuat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

XIII/2015, yang mengubah ketentuan normatif mengenai waktu pembuatan perjanjian kawin,(Aidila 

Fitri, 2021). MK menyatakan bahwa perjanjian kawin tidak hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat 

perkawinan dilangsungkan, tetapi juga selama masa perkawinan berlangsung. Putusan ini secara 

yuridis membuka jalan bagi pasangan WNI-WNA untuk melakukan perjanjian kawin secara 

retrospektif demi melindungi hak konstitusional atas kepemilikan properti,(Pakpahan et al., 2023). 

Namun, di sisi lain, putusan ini juga memunculkan polemik baru berupa potensi ketidakpastian 

hukum dan kekaburan status harta bersama dalam perkawinan. Kasus konkret yang menjadi perhatian 

publik adalah perkara yang diajukan oleh Ike Farida, seorang WNI yang menikah dengan warga 

negara Jepang dan mengalami penolakan dalam proses pembelian rumah susun karena tidak memiliki 

perjanjian kawin,(Widanarti, 2020). Kasus ini menjadi landmark case dalam menguji konstitusionalitas 

Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 21 UUPA, sekaligus menggambarkan ketegangan 

antara kepastian hukum dengan keadilan substantif,(Iswantoro, 2018). Realitas ini mengindikasikan 

bahwa sistem hukum nasional belum sepenuhnya responsif terhadap kompleksitas masyarakat 

multikultural dan global saat ini. 

Berbagai studi telah membahas isu kepemilikan properti dalam perkawinan campuran dan 

perlindungan hukum bagi pasangan WNI-WNA. Beberapa peneliti, seperti Maria Farida dan Saldi Isra, 

menekankan pentingnya pembaruan hukum keluarga agar lebih adaptif terhadap pluralitas dan 

mobilitas global. Namun, studi-studi tersebut belum secara rinci membahas dampak pasca-putusan 

MK terhadap perubahan struktur norma hukum perdata serta keterkaitannya dengan sistem hukum 

agraria Indonesia,(Rusli et al., 2020). Di sisi lain, kajian hukum agraria lebih sering fokus pada 

redistribusi tanah dan reforma agraria daripada pada isu perkawinan campuran. Keterbatasan studi 

sebelumnya juga terletak pada minimnya kajian yang mengaitkan secara holistik antara aspek legal 

substance, legal structure, dan legal culture dalam pembaruan hukum terhadap norma perjanjian kawin. 

Kebanyakan studi masih bersifat parsial dan belum mengintegrasikan pendekatan multidisipliner 

untuk memetakan pergeseran paradigma hukum perdata dalam konteks globalisasi dan hak asasi 

manusia. Padahal, perubahan struktur norma hukum yang menyentuh lembaga keluarga dan hak atas 

properti bersinggungan langsung dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. 

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, Indonesia seharusnya memastikan bahwa 

hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai jaminan perlindungan 

terhadap hak asasi setiap warga negara tanpa diskriminasi, termasuk hak untuk memiliki harta 

benda,(Salam, 2023). Pembatasan terhadap WNI yang menikah dengan WNA dalam hal kepemilikan 

properti sesungguhnya tidak sejalan dengan prinsip non-diskriminasi yang diatur dalam Pasal 27 dan 

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,(Gede Agung Wirawan Nusantara, 2024). Oleh karena itu, diperlukan 

pembaruan hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai keadilan 

substantif dan kesetaraan di hadapan hukum. 
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Dalam perspektif teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum 

seharusnya berpihak pada yang lemah dan menjadi instrumen untuk menciptakan keadilan sosial. 

Dalam hal ini, pasangan WNI yang mengalami keterbatasan akses atas hak-hak konstitusional akibat 

aturan formalistik harus dilindungi secara hukum. Pembaruan norma hukum terhadap perjanjian 

perkawinan pasca putusan MK merupakan langkah penting, namun perlu disertai dengan pembaruan 

nilai-nilai hukum (legal values) yang sejalan dengan perkembangan masyarakat,(Maslul, 2022). 

Ketimpangan antara hukum formal dan realitas sosial (gap between law in books and law in action) dalam 

konteks perkawinan campuran menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih menghadapi 

tantangan besar dalam mewujudkan keadilan yang substantif. Reformasi hukum yang berkelanjutan 

harus menjangkau pada restrukturisasi sistem hukum secara menyeluruh, termasuk dalam ranah 

hukum keluarga dan hukum agraria yang saling beririsan. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum 

yang kritis terhadap muatan normatif dan nilai-nilai hukum yang terkandung dalam peraturan 

perundang-undangan serta putusan pengadilan konstitusi. 

Pembaruan hukum terhadap norma perjanjian perkawinan tidak hanya penting dari sisi teknis 

yuridis, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam menjamin kesetaraan hak warga negara di 

tengah arus globalisasi. Aspek kepastian hukum harus berjalan seiring dengan keadilan dan 

keberpihakan terhadap kepentingan umum, termasuk perlindungan terhadap hak milik dan otonomi 

individu dalam institusi perkawinan. Hal ini menjadi krusial dalam membentuk sistem hukum 

nasional yang responsif dan berkelanjutan. Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah 

mengenai inkonsistensi dan ketidakpastian hukum dalam pengaturan perjanjian perkawinan, 

khususnya dalam konteks perkawinan campuran pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Di 

satu sisi, putusan tersebut membuka peluang perlindungan hukum terhadap hak konstitusional WNI, 

namun di sisi lain membuka ruang ambigu terhadap status hukum harta bersama dan perlindungan 

kepentingan umum. 

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pembaruan hukum terhadap norma dan nilai 

hukum dalam perjanjian perkawinan pasca putusan MK, guna menjamin tidak hanya perlindungan 

terhadap individu, tetapi juga terhadap tatanan hukum nasional secara keseluruhan. Kajian ini akan 

memberikan kontribusi terhadap penguatan basis normatif dan filosofis dalam hukum keluarga 

Indonesia, serta mendorong harmonisasi antara hukum perdata dan hukum agraria. Oleh karena itu, 

fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji secara kritis bagaimana pembaruan hukum terhadap 

norma dan nilai perlindungan hukum dalam perjanjian perkawinan campuran harus dilakukan pasca 

Putusan MK tersebut. Kajian ini akan memuat analisis konseptual, normatif, serta argumentasi hukum 

berdasarkan prinsip negara hukum Pancasila dan perlindungan hak konstitusional. Kebaruan dari 

penelitian ini terletak pada upaya memformulasikan model pembaruan hukum yang tidak hanya 

bersandar pada logika yuridis formal, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan hukum responsif 

dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar sistem hukum nasional. Dengan pendekatan ini, diharapkan 

hasil penelitian mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penyusunan kebijakan dan 

peraturan perundang-undangan yang lebih adil, adaptif, dan konstitusional. 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu 

penelitian yang bertumpu pada bahan hukum sekunder dengan fokus utama pada kajian literatur dan 

norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini dirancang untuk menjawab permasalahan mengenai 

pembaruan norma dan nilai perlindungan hukum dalam perjanjian perkawinan campuran pasca 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, sebagaimana tercermin dalam latar 

belakang dan batasan masalah. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan: pertama, pendekatan 

konseptual, yakni menelaah konsep-konsep hukum tentang keadilan, perlindungan hak 

konstitusional, dan pembaruan hukum; kedua, pendekatan perundang-undangan, yang dilakukan 
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dengan menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, serta UUD 1945 sebagai norma dasar; ketiga, 

pendekatan kasus, yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji secara mendalam Putusan MK No. 

69/PUU-XIII/2015 beserta pertimbangan hukumnya. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan 

dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, artikel 

ilmiah, dan buku teks hukum yang relevan. Subjek penelitian adalah norma hukum itu sendiri dan 

bagaimana norma tersebut ditafsirkan serta diterapkan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif 

normatif dengan menekankan logika hukum dan argumentasi normatif, sehingga dapat diidentifikasi 

adanya kebutuhan pembaruan hukum yang berkeadilan dan sejalan dengan prinsip negara hukum 

Pancasila. Teknik analisis dilakukan secara sistematis untuk mengevaluasi kesesuaian norma dengan 

perkembangan masyarakat, serta efektivitasnya dalam menjamin perlindungan hukum terhadap 

pasangan dalam perkawinan campuran. 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil 

Pembaruan Hukum Terhadap Norma Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Campur Dalam 
Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015 

Pembaruan hukum terhadap norma perlindungan hukum dalam perkawinan campur, 

khususnya yang berkaitan dengan perjanjian kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

69/PUU-XIII/2015, merupakan respons terhadap kebutuhan rekonstruksi sistem hukum nasional 

dalam menghadapi dinamika globalisasi dan tuntutan konstitusional warga negara,(Cendikia Aurelie 

Maharani, 2021). Dalam konteks ini, norma hukum berperan sebagai instrumen regulatif yang 

mengatur, membatasi, dan melindungi hak-hak subjek hukum, termasuk dalam institusi keluarga. 

Sebagaimana ditegaskan dalam teori legal system oleh Lawrence M. Friedman, norma (legal substance) 

adalah elemen utama dalam sistem hukum yang harus mencerminkan nilai-nilai masyarakat, keadilan, 

dan kepastian hukum,(Megayanti et al., 2020). Maka, perubahan terhadap norma Pasal 29 Undang-

Undang Perkawinan merupakan langkah konstitusional untuk menjamin pengakuan hak-hak 

konstitusional WNI dalam perkawinan campuran,(Almaududi & Hijriya, 2023). 

Secara khusus, Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 membuka ruang untuk melakukan 

perjanjian kawin tidak hanya sebelum atau saat berlangsungnya perkawinan, tetapi juga selama ikatan 

perkawinan masih berjalan. Ini merupakan bentuk terobosan hukum yang memperluas makna 

perlindungan hukum terhadap WNI yang menikah dengan WNA dan tidak sempat atau tidak 

mengetahui pentingnya perjanjian kawin sejak awal,(Hannan & Herlina, 2024). Namun demikian, 

perubahan ini belum menyentuh aspek normatif lain yang krusial, yaitu perlindungan terhadap pihak 

ketiga yang terdampak akibat dibuatnya perjanjian kawin setelah pernikahan. Ketidakhadiran norma 

yang secara eksplisit melindungi pihak ketiga dalam perjanjian kawin pasca nikah berpotensi 

menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik kepentingan. 

Dalam kerangka kebijakan hukum nasional, Putusan MK ini menunjukkan adanya 

kecenderungan ke arah responsive law, sebagaimana dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip 

Selznick. Dalam pendekatan hukum yang responsif, perubahan peraturan tidak hanya didasarkan 

pada kepentingan stabilitas, tetapi juga pada kepekaan terhadap realitas sosial yang berubah dan 

kebutuhan individu yang berkembang,(Amir & Alberstein, 2021). Perubahan norma Pasal 29 Undang-

Undang Perkawinan tersebut memperlihatkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara keadilan 

substantif dan kepastian hukum. Namun upaya ini masih parsial dan belum sepenuhnya membentuk 

konstruksi hukum yang utuh, karena belum mengatur implikasi yuridis terhadap hak-hak pihak 

ketiga, seperti ahli waris atau kreditor, yang mungkin memiliki kepentingan hukum atas harta dalam 

perkawinan,(Alhaidar et al., 2023). 
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Konstruksi hukum yang ideal seharusnya tidak berhenti pada perubahan waktu pembuatan 

perjanjian kawin, tetapi juga mencakup rekonstruksi terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam 

perjanjian tersebut serta perluasan ruang perlindungan hukum. Dalam hal ini, teori keadilan distributif 

dari John Rawls dapat digunakan sebagai pisau analisis. Keadilan bukan hanya soal kesetaraan dalam 

perlakuan hukum, tetapi juga mengenai bagaimana hukum mendistribusikan manfaat dan beban 

secara proporsional,(Edor, 2020). Dalam konteks perjanjian kawin pasca perkawinan, keadilan 

distributif menuntut agar hak pihak ketiga tidak terabaikan atau dikorbankan oleh perubahan hukum 

yang terlalu menitikberatkan pada keadilan individual belaka. Oleh karena itu, konstruksi norma yang 

ideal harus mampu menjamin keseimbangan antara otonomi privat dengan kepentingan umum,(Riono 

& Haris, 2021). 

Berdasarkan kajian doktrinal dan praktik peraturan agraria, pembatasan terhadap kepemilikan 

properti oleh WNI yang menikah dengan WNA tanpa perjanjian kawin sebagaimana termuat dalam 

Pasal 21 dan 36 UUPA telah menimbulkan diskriminasi terhadap WNI dalam hal pemenuhan hak 

ekonomi dan sosialnya. Ini bertentangan dengan semangat konstitusi yang diatur dalam Pasal 28D ayat 

(1) UUD 1945 tentang hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum,(Maala, 

2021). Oleh karena itu, dalam putusan MK yang menjadi dasar penelitian ini, telah tercipta preseden 

hukum bahwa kepentingan konstitusional individu dapat menjadi dasar untuk menafsirkan ulang 

norma hukum positif yang rigid, formalistik, dan tidak adaptif terhadap perkembangan masyarakat. 

Ini mengindikasikan bahwa pembaruan hukum perlu menyesuaikan diri dengan paradigma negara 

hukum modern yang mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi,(Nurwahyuni et 

al., 2023). 

Hasil analisis menunjukkan bahwa pembaruan hukum terhadap norma perjanjian kawin pasca 

Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 merupakan langkah awal dalam proses reformasi hukum 

perkawinan di Indonesia. Meskipun telah memberikan ruang legal bagi pasangan WNI-WNA untuk 

memperoleh perlindungan hukum atas harta kekayaan mereka, perubahan tersebut belum cukup kuat 

dalam membentuk sistem perlindungan hukum yang menyeluruh. Oleh karena itu, perlu dilanjutkan 

dengan pembentukan norma baru yang lebih inklusif, yang secara eksplisit mengatur mekanisme 

perlindungan terhadap pihak ketiga, memperjelas status hukum harta bersama, serta 

mengintegrasikan asas-asas keadilan sosial dan keberlanjutan hukum sebagaimana diamanatkan oleh 

Pancasila dan UUD 1945. 

Pembaruan Hukum Terhadap Perumusan Nilai Perlindungan Hukum Perkawinan Campur Dalam 

Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015 

Pembaruan hukum terhadap perumusan nilai perlindungan hukum dalam perkawinan campur, 

khususnya melalui perjanjian kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015, 

merupakan langkah penting dalam menegaskan kembali peran hukum sebagai cerminan nilai keadilan 

substantif dalam masyarakat Indonesia yang plural,(Mulyani, 2022). Penelitian ini menemukan bahwa 

nilai perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia dalam perkawinan campur mengalami 

rekonstruksi fundamental dari sekadar instrumen legal-formal menjadi kerangka nilai yang menjamin 

kesetaraan hak, pengakuan konstitusional, dan penghormatan terhadap hak milik individu. Putusan 

MK tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak hanya bersumber dari legalitas semata, melainkan juga 

dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan sistem hukum nasional, yakni keadilan distributif, 

kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum bagi subjek hukum yang rentan,(Widanarti, 2020). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa nilai perlindungan hukum yang sebelumnya didasarkan pada sistem 

yang rigid dan bersifat preventif (A. Saputra & Saputra, 2024), melalui keharusan membuat perjanjian 

kawin sebelum atau pada saat berlangsungnya perkawinan, kini diperluas secara normatif untuk 

mengakomodasi perlindungan secara retrospektif. Artinya, nilai hukum tidak lagi berfungsi sebagai 

pagar pembatas, tetapi juga sebagai jembatan yang memungkinkan pemenuhan keadilan substantif 

melalui perjanjian kawin yang sah secara hukum meskipun dibuat setelah ikatan perkawinan 
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berlangsung. Nilai ini selaras dengan asas negara hukum berdasarkan Pancasila, yang memosisikan 

hukum bukan sekadar teks normatif, tetapi juga sebagai alat mewujudkan harkat dan martabat 

kemanusiaan,(Herowandi, 2022). 

Dalam konstruksi hukum yang dihasilkan, penelitian ini menggunakan pendekatan teori 

keadilan Thomas Aquinas dan Gustav Radbruch sebagai pisau analisis utama. Teori Aquinas tentang 

“iustitia distributive” dan “iustitia legalis” menegaskan bahwa perlindungan hukum dalam konteks 

perkawinan campur harus dibangun atas prinsip keadilan umum yang menjamin hak setiap individu 

atas kepemilikan properti tanpa diskriminasi,(Tirmidzi et al., 2022). Di sisi lain, pemikiran Radbruch 

tentang tiga nilai dasar hukum keadilan, kepastian, dan kemanfaatan mendorong rekonstruksi sistem 

hukum perkawinan agar lebih reflektif terhadap kondisi sosiologis warga negara yang menghadapi 

dinamika global, khususnya dalam konteks perkawinan transnasional. Konstruksi nilai hukum ini juga 

didukung oleh prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana dijelaskan Soetandyo 

Wignjosoebroto, bahwa hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum bersifat universal dan 

inalienable,(Cerdas & Afandi, 2019). 

Penelitian ini menemukan bahwa pembaruan nilai hukum melalui putusan MK belum 

sepenuhnya menyelesaikan masalah normatif yang muncul dalam praktik hukum administrasi 

pertanahan. Meskipun putusan tersebut memungkinkan perjanjian kawin dibuat selama perkawinan, 

namun dalam proses pendaftaran hak atas tanah, masih terjadi kendala ketika status perkawinan 

campur dianggap sebagai hambatan hukum. Di sinilah letak pentingnya merumuskan nilai hukum 

secara holistik: tidak hanya berhenti pada norma perdata, tetapi harus ditindaklanjuti melalui 

sinkronisasi kebijakan lintas sektor, termasuk pada tataran administrasi pertanahan dan lembaga 

keuangan. Perlindungan hukum yang bernilai hanya dapat dicapai bila hukum tidak hanya adaptif 

secara normatif, tetapi juga responsif secara institusional,(A. Saputra & Saputra, 2024). Ditemukan 

bahwa nilai perlindungan hukum bagi WNI dalam perkawinan campur tidak hanya berdampak pada 

status hukum pasangan, tetapi juga terhadap kepastian hukum pihak ketiga yang memiliki hubungan 

hukum dengan pasangan tersebut. Oleh karena itu, nilai-nilai keadilan yang baru harus mampu 

menjawab tantangan tentang bagaimana menjaga kepentingan umum dan pihak ketiga, tanpa 

mengorbankan hak-hak konstitusional subjek hukum utama. Rekonstruksi ini membutuhkan kerangka 

nilai yang tidak hanya yuridis, tetapi juga filosofis dan etik, agar produk hukum yang dihasilkan tidak 

menciptakan ketimpangan baru dalam relasi hukum masyarakat. 

Temuan utama dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pembaruan nilai perlindungan hukum 

pasca putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015 merupakan titik awal transformasi paradigma hukum 

perkawinan di Indonesia. Nilai keadilan tidak lagi bersifat abstrak dalam norma tertulis, tetapi menjadi 

landasan konkret dalam praktik hukum yang berorientasi pada keadilan substantif. Hal ini 

mengindikasikan perlunya kebijakan hukum nasional yang berpijak pada integrasi antara norma 

positif, nilai-nilai filosofis, dan sistem sosial yang berlaku, agar perlindungan hukum terhadap 

perkawinan campur tidak hanya berlaku dalam teks hukum, tetapi juga nyata dalam praktik keadilan 

sosial masyarakat. 

Diskusi 

Pembaruan Hukum Terhadap Norma Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Campur Dalam 
Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 merupakan dasar yuridis dalam 

perubahan norma Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada 

mulanya hanya memungkinkan perjanjian kawin dibuat sebelum atau saat pernikahan berlangsung, 

menjadi dapat dibuat juga selama masa perkawinan,(Iswantoro, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa 

konstruksi hukum perdata khususnya dalam hal status harta benda dalam perkawinan campuran telah 

mengalami pergeseran dari asas formalistik menuju pada pendekatan yang lebih adaptif dan responsif. 
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Data yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan norma tersebut lahir dari 

kebutuhan konkret yang dialami oleh WNI dalam perkawinan campur yang terhambat dalam hak 

kepemilikan properti akibat absennya perjanjian perkawinan yang dibuat sejak awal. Dalam kasus Ike 

Farida, hak konstitusional sebagai WNI untuk memiliki properti dibatasi oleh interpretasi rigid 

terhadap norma hukum agraria dan hukum perdata, yang menyebabkan timbulnya diskriminasi 

hukum,(Widanarti, 2020). 

Proses pengolahan data dilakukan melalui studi normatif dengan menelaah struktur norma-

norma hukum, baik dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Perkawinan, 

maupun konstitusi, lalu dibandingkan secara sistematis dengan pertimbangan hukum dalam putusan 

Mahkamah Konstitusi tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa perubahan norma pada Pasal 29 

bukan hanya bersifat prosedural, tetapi juga substansial karena menyentuh dimensi perlindungan hak 

konstitusional warga negara. Data perbandingan norma sebelum dan sesudah putusan MK 

memperlihatkan bahwa sebelumnya, hukum membatasi fleksibilitas pasangan suami-istri dalam 

menentukan struktur kekayaan mereka, sedangkan pasca putusan MK, pasangan memiliki kebebasan 

hukum lebih luas untuk mengatur pembagian harta mereka meskipun perkawinan telah berlangsung. 

Ini memperkuat temuan bahwa norma hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika 

masyarakat,(Gede Agung Wirawan Nusantara, 2024). 

Dari sisi teori hukum, perubahan ini mendukung kerangka berpikir hukum progresif yang 

menempatkan hukum sebagai sarana untuk menciptakan keadilan substantif, bukan semata-mata 

keadilan prosedural. Teori ini, sebagaimana dirumuskan oleh Satjipto Rahardjo, menempatkan 

individu sebagai subjek yang berhak dilindungi hukum secara adil, tanpa dibatasi oleh rigiditas 

norma,(Rahmad & Hafis, 2021). Berdasarkan hasil telaah doktrinal, perubahan Pasal 29 mengarah pada 

pengakuan akan pentingnya perlindungan hukum yang tidak diskriminatif dan memperkuat hak milik 

WNI, terlepas dari status pasangan dalam perkawinan campur,(Hannan & Herlina, 2024). Oleh karena 

itu, perubahan ini memiliki legitimasi kuat, baik secara normatif maupun ideologis dalam kerangka 

hukum Pancasila. 

Hasil analisis kritis terhadap norma baru tersebut, ditemukan bahwa meskipun putusan MK 

memberikan kemajuan dari sisi perlindungan individu, tetapi belum mengatur secara eksplisit 

perlindungan terhadap pihak ketiga, yang secara potensial dapat dirugikan oleh perubahan struktur 

harta dalam perkawinan. Dalam hal ini, teori legal pluralism menjadi relevan untuk menganalisis bahwa 

sistem hukum Indonesia yang terdiri atas berbagai rezim hukum (perdata, agraria, dan konstitusi) 

seringkali tidak sinkron, sehingga perubahan di satu sektor hukum memerlukan harmonisasi pada 

sektor lainnya,(T. E. Saputra, 2023). Misalnya, meskipun perjanjian kawin pasca nikah kini sah secara 

hukum, namun UUPA tetap membatasi kepemilikan hak atas tanah bila tidak memenuhi syarat subjek 

hukum sebagai WNI sepenuhnya, dan perjanjian tersebut belum otomatis memberikan kepastian 

terhadap kepemilikan bersama jika berhadapan dengan kreditor atau waris,(Mulyani, 2022). 

Pembahasan ini juga mengidentifikasi bahwa pengaturan baru menimbulkan persoalan 

metodologis dalam pencatatan hukum. Dalam hal perkawinan Muslim, pencatatan dilakukan melalui 

Kantor Urusan Agama, sedangkan pada perkawinan non-Muslim, dilakukan melalui Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun, belum ada mekanisme sinkronisasi data antara 

perjanjian perkawinan pasca nikah dengan data agraria pada Badan Pertanahan Nasional. Akibatnya, 

muncul ketidaksinkronan administratif yang dapat merugikan warga negara. Data yang dikumpulkan 

dari putusan dan literatur menunjukkan belum adanya sistem integratif antarlembaga negara dalam 

melindungi kepemilikan properti berdasarkan status hukum perjanjian perkawinan. Secara empiris, 

kasus seperti Ike Farida memperlihatkan bahwa norma hukum yang ada belum mengantisipasi 

kebutuhan masyarakat kontemporer yang mengalami perkawinan campuran dan mobilitas hukum 

lintas negara. Pembaruan hukum dalam bentuk perubahan norma ini merupakan bukti bahwa desakan 

kebutuhan hukum aktual telah mendorong pembentukan hukum baru oleh Mahkamah 
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Konstitusi,(Pakpahan et al., 2023). Namun dalam praktiknya, masih ditemukan resistensi administratif 

dari pelaku usaha (developer properti) dan institusi keuangan (bank), yang tetap merujuk pada 

interpretasi lama bahwa WNI yang menikah dengan WNA tanpa perjanjian kawin sebelum nikah tidak 

dapat menjadi pemilik tunggal hak atas tanah,(Rusli et al., 2020). 

Terkait dengan perlindungan hukum bagi pihak ketiga, ditemukan bahwa perubahan Pasal 29 

belum cukup kuat menjamin perlindungan hukum terhadap mereka. Padahal, dalam asas pacta sunt 

servanda dalam hukum perjanjian, perjanjian berlaku juga terhadap pihak ketiga apabila syarat 

keterikatan terpenuhi. Akan tetapi, dalam praktik, pihak ketiga sering kali berada dalam posisi yang 

tidak terlindungi secara efektif ketika terjadi perubahan perjanjian kawin di tengah jalan. Oleh karena 

itu, hasil kajian ini menekankan pentingnya rekonstruksi norma perlindungan hukum tidak hanya 

berfokus pada pasangan suami-istri, tetapi juga memperluas cakupan perlindungan kepada pihak 

ketiga,(Prabowo & Saputra, 2024). 

Hasil analisis hukum juga menguatkan bahwa perbedaan penafsiran antara Pasal 36 UUPA dan 

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah melahirkan konflik norma yang menghambat realisasi keadilan 

konstitusional. Dalam hal ini, teori hierarki norma dari Hans Kelsen dapat digunakan untuk 

menegaskan bahwa norma dalam konstitusi memiliki kedudukan tertinggi, dan oleh karenanya, 

ketentuan dalam UUPA yang menimbulkan diskriminasi harus ditafsirkan ulang atau dibatalkan. 

Putusan MK secara implisit telah menegaskan hal tersebut, namun masih diperlukan langkah legislasi 

lanjutan untuk mengharmonisasi norma yang berada di bawahnya,(Cendikia Aurelie Maharani, 

2021).Teori living law yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich menjadi penting untuk dipertimbangkan. 

Teori ini menekankan bahwa hukum yang hidup di masyarakat harus diakomodasi dalam sistem 

hukum nasional. Perkawinan campuran merupakan kenyataan sosial yang terus berkembang seiring 

dengan globalisasi. Oleh karena itu, pembaruan hukum harus bersifat reflektif terhadap praktik sosial 

dan tidak bersifat represif,(Sulistyawan, 2019). Fakta menunjukkan bahwa banyak pasangan WNI-

WNA yang tidak mengetahui atau memahami kewajiban untuk membuat perjanjian kawin sejak awal, 

sehingga negara seharusnya hadir untuk memberikan solusi hukum, bukan menghukum,(Mulyani, 

2022). 

Penelitian ini menemukan bahwa pembaruan norma melalui putusan MK telah memperkuat 

posisi hukum pasangan perkawinan campur dalam hal pengakuan hak milik atas tanah atau 

bangunan, namun belum optimal dalam memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Oleh sebab 

itu, penguatan implementasi hukum menjadi aspek penting pasca putusan, termasuk dalam bentuk 

regulasi teknis, pencatatan administratif, dan sosialisasi kepada publik, khususnya bagi pelaku usaha 

properti, lembaga keuangan, dan aparatur hukum. Hasil diskusi ini mengarah pada kesimpulan bahwa 

pembaruan hukum terhadap norma perjanjian kawin pasca putusan MK adalah langkah awal yang 

progresif, tetapi masih memerlukan intervensi kebijakan hukum yang lebih luas untuk mengatasi 

disparitas antarsistem hukum dan menjamin perlindungan hukum yang setara bagi semua pihak. 

Pendekatan yang perlu dikembangkan adalah pendekatan sistemik yang mencakup harmonisasi 

antarperaturan, penyesuaian struktural di lembaga administrasi publik, serta peningkatan kesadaran 

hukum masyarakat melalui edukasi dan penyuluhan hukum yang berkelanjutan. Dengan begitu, 

hukum benar-benar hadir sebagai instrumen yang tidak hanya mengatur, tetapi juga melindungi dan 

memberdayakan masyarakat dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Pembaruan Hukum Terhadap Perumusan Nilai Perlindungan Hukum Perkawinan Campur Dalam 

Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 yang mengubah ketentuan Pasal 29 

ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah menghasilkan dampak normatif yang tidak hanya bersifat 

yuridis, tetapi juga berdimensi nilai,(Iswantoro, 2018). Dalam penelitian ini, data dianalisis melalui 

pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif terhadap struktur norma, pertimbangan 
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putusan, dan implikasinya terhadap pemenuhan nilai keadilan dan perlindungan hukum. Hasil dari 

proses ini menunjukkan bahwa perubahan ketentuan tersebut bukan hanya soal waktu pembuatan 

perjanjian kawin, tetapi juga menggeser orientasi nilai hukum dari positivistik semata menuju 

paradigma keadilan substantif yang lebih manusiawi dan kontekstual,(Hannan & Herlina, 2024). 

Penemuan utama dari pengolahan data menunjukkan bahwa pembaruan hukum tersebut 

mempertegas bahwa nilai perlindungan hukum terhadap subjek hukum harus menyesuaikan 

dinamika sosial, terutama dalam konteks perkawinan campur antara WNI dan WNA. Dalam kasus Ike 

Farida yang menjadi latar konstitusional putusan, ditemukan bahwa norma lama justru menjadi alat 

eksklusi terhadap hak konstitusional WNI untuk memiliki properti secara mandiri,(Pakpahan et al., 

2023). Ini membuktikan bahwa nilai-nilai hukum lama tidak lagi relevan dalam menghadapi fakta-

fakta baru yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, MK memutuskan untuk memperluas ruang 

normatif perlindungan tersebut sebagai bentuk penegasan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam 

masyarakat. 

Dalam hubungan dengan konsep dasar hukum, hasil penelitian ini mengkonfirmasi hipotesis 

bahwa sistem hukum nasional belum sepenuhnya membangun nilai perlindungan hukum yang 

bersifat universal dan tidak diskriminatif terhadap WNI dalam perkawinan campur. Secara substantif, 

perjanjian kawin pasca perkawinan merupakan bentuk penyesuaian norma terhadap nilai-nilai 

keadilan sosial dan hak asasi manusia,(Rusli et al., 2020). Proses pengolahan data juga menegaskan 

bahwa norma baru yang dibentuk Mahkamah Konstitusi melalui putusan tersebut merepresentasikan 

koreksi terhadap struktur hukum yang selama ini cenderung bersifat eksklusif dan rigid. Ini 

mengindikasikan bahwa sistem nilai hukum harus terus diperbarui sesuai prinsip ius constituendum. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan politik hukum turut mempengaruhi formulasi nilai 

perlindungan hukum. Secara ideologis, negara bertanggung jawab membentuk hukum yang 

mencerminkan cita-cita nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam konteks 

perkawinan campur, hasil analisis memperlihatkan bahwa politik hukum Indonesia yang berbasis 

Pancasila memandang keluarga sebagai unit dasar masyarakat yang harus dilindungi secara 

menyeluruh, termasuk hak kepemilikan properti dan otonomi dalam mengatur relasi harta,(Gede 

Agung Wirawan Nusantara, 2024). Maka, pembaruan nilai dalam perjanjian kawin merupakan 

aktualisasi dari orientasi kebijakan hukum nasional yang pro terhadap kesejahteraan warga negara. 

Dari sisi filsafat hukum, doktrin Thomas Aquinas tentang keadilan legalis dan keadilan 

distributif menjadi kerangka interpretatif terhadap temuan bahwa hukum tidak boleh hanya mengejar 

kepastian formal, tetapi juga harus adil secara substansial. Aquinas menekankan bahwa hukum positif 

yang bertentangan dengan hukum alam yakni prinsip keadilan dan martabat manusia tidak memiliki 

legitimasi moral,(Haryono, 2019). Hal ini mendukung kesimpulan dalam penelitian bahwa ketentuan 

pasal 29 versi lama perlu direvisi karena berlawanan dengan nilai-nilai moral yang menjadi landasan 

hukum. Hukum yang tidak mencerminkan keadilan distributif hanya akan melahirkan ketidakpastian, 

diskriminasi, dan ketimpangan. Selain itu, pengolahan data memperlihatkan adanya ketidaksinkronan 

antara norma hukum perdata (Undang-Undang Perkawinan), hukum agraria (UUPA), dan 

administrasi pertanahan, yang secara faktual menghambat implementasi nilai perlindungan hukum 

pasca putusan MK. Data perbandingan norma dan praktik administrasi memperlihatkan bahwa 

meskipun perjanjian kawin dapat dibuat selama perkawinan, masih terdapat resistensi administratif 

dalam pencatatan hak atas tanah bagi WNI yang menikah dengan WNA,(Tirmidzi et al., 2022). Artinya, 

pembaruan nilai hukum di tingkat normatif belum sepenuhnya terserap dalam praktik birokrasi 

hukum, dan ini memperlemah efektivitas perlindungan yang diharapkan. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa nilai keadilan dalam konteks ini harus mencakup 

perlindungan terhadap pihak ketiga. Dalam Pasal 29 ayat (1) versi pasca putusan MK disebutkan 

bahwa perjanjian kawin juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak tersebut 

tersangkut,(Hannan & Herlina, 2024). Namun, tidak ditemukan aturan operasional yang menjamin 

bagaimana pihak ketiga dapat memperoleh kepastian hukum atas perubahan status harta pasca 
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perkawinan. Fakta ini menunjukkan bahwa pembaruan nilai hukum belum sepenuhnya komprehensif, 

dan masih menyisakan ruang abu-abu dalam pelindungan terhadap aktor hukum yang tidak langsung 

terlibat dalam perjanjian kawin. Salah satu temuan penting dalam diskusi ini adalah bahwa nilai 

perlindungan hukum pasca putusan MK bersifat multilevel: pertama, perlindungan terhadap hak 

konstitusional WNI dalam perkawinan campur; kedua, perlindungan terhadap otonomi pasangan 

suami istri dalam mengatur status harta mereka; dan ketiga, perlindungan terhadap kepentingan 

hukum pihak ketiga. Nilai hukum dalam hal ini tidak dapat dipisahkan dari struktur hukum yang 

mengatur pembentukan, pelaksanaan, dan perubahan perjanjian kawin itu sendiri,(Mulyani, 2022). 

Oleh karena itu, interpretasi terhadap hasil penelitian ini mendesak perlunya harmonisasi lintas sektor 

hukum, serta penyusunan regulasi turunan untuk menjamin konsistensi penerapan nilai-nilai tersebut. 

Dalam kerangka nilai hukum menurut Gustav Radbruch, ditemukan bahwa Pasal 29 Undang-

Undang Perkawinan versi baru lebih mencerminkan keseimbangan antara tiga nilai dasar hukum: 

keadilan sebagai prinsip utama, kepastian sebagai fondasi hukum tertulis, dan kemanfaatan sebagai 

landasan adaptasi hukum terhadap realitas sosial,(Cendikia Aurelie Maharani, 2021). Ketika norma 

lama terlalu menekankan pada kepastian prosedural, maka norma baru berupaya memperluas 

jangkauan keadilan melalui fleksibilitas dan perlindungan. Artinya, norma tersebut telah bergeser dari 

model hukum yang kaku menuju hukum yang berfungsi dalam konteks sosial actual,(Sulistyawan, 

2019). Temuan ini juga berimplikasi pada rekonstruksi sistem hukum nasional yang lebih responsif 

terhadap nilai-nilai pluralisme hukum. Indonesia dengan sistem hukum majemuknya membutuhkan 

perumusan nilai hukum yang tidak hanya bersumber dari undang-undang tertulis, tetapi juga dari 

nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan nilai dalam 

pembaruan hukum perkawinan campur menjadi sangat relevan, karena mampu menjembatani antara 

kepastian hukum dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah akibat globalisasi, mobilitas warga 

negara, dan pertumbuhan keluarga lintas negara,(Iswantoro, 2018). 

Hasil  diskusi ini menyimpulkan bahwa pembaruan nilai hukum dalam perjanjian kawin pasca 

putusan MK merupakan titik temu antara tuntutan konstitusional, realitas sosial, dan doktrin hukum. 

Meskipun masih terdapat tantangan dalam penerapannya, baik secara administratif maupun normatif, 

namun nilai-nilai yang terbentuk dari perubahan tersebut telah membuka jalan bagi model hukum 

yang lebih manusiawi, progresif, dan berpihak pada keadilan substantif. Diperlukan langkah lanjut 

berupa penyusunan kebijakan integratif yang tidak hanya berhenti pada tataran putusan, tetapi 

diwujudkan dalam sistem hukum yang inklusif dan efektif. Dengan begitu, pembaruan hukum 

terhadap perumusan nilai perlindungan hukum bukan hanya perubahan norma, melainkan 

pembentukan ulang cara pandang hukum terhadap manusia sebagai subjek utama yang harus 

dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum dalam perkawinan campur bukan semata urusan teknis 

legalitas, melainkan perwujudan nilai-nilai dasar negara yang menjamin setiap warga negara hidup 

secara adil, bermartabat, dan bebas dari diskriminasi dalam semua aspek kehidupan hukum. 

Kesimpulan 

Pembaruan hukum terhadap norma dan nilai perlindungan hukum dalam perkawinan 

campur, khususnya dalam perjanjian kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

XII/2015, telah menggeser paradigma hukum dari pendekatan yang rigid dan formalistik menuju 

pendekatan yang lebih responsif dan kontekstual. Putusan MK tersebut memberikan legitimasi 

normatif bagi pembuatan perjanjian kawin selama berlangsungnya perkawinan, dan dengan demikian 

memperluas cakupan perlindungan hukum terhadap WNI yang menikah dengan WNA dalam hal 

kepemilikan properti. Penelitian ini menegaskan bahwa norma hasil putusan tersebut bukan sekadar 

koreksi prosedural, melainkan juga rekonstruksi terhadap nilai-nilai keadilan distributif dan 

perlindungan hak konstitusional warga negara. Namun demikian, ditemukan pula kekosongan 

regulasi terkait perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang bersinggungan langsung dengan 

perubahan status hukum harta bersama akibat perjanjian kawin pasca nikah. 
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Nilai penting dari penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkuat pemahaman 

bahwa hukum tidak hanya bekerja dalam ruang-ruang formal peraturan perundang-undangan, tetapi 

juga harus merefleksikan nilai-nilai sosial, moral, dan filosofis yang berkembang dalam masyarakat. 

Studi ini mengintegrasikan teori hukum klasik dan kontemporer seperti keadilan legalis Thomas 

Aquinas dan nilai hukum menurut Gustav Radbruch, serta mempertemukannya dengan konteks 

kebijakan hukum nasional yang berbasis Pancasila dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Dalam 

praktik, temuan ini memberikan landasan akademik dan praktis bagi penyusunan regulasi lanjutan 

yang lebih inklusif serta mendorong sinkronisasi administratif antarsektor hukum, khususnya dalam 

pengurusan hak atas tanah bagi pasangan perkawinan campur. Keaslian studi ini terletak pada 

fokusnya untuk membangun jembatan antara norma konstitusional, kebutuhan sosial, dan sistem 

perlindungan hukum secara simultan. 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pendekatannya yang bersifat normatif dan doktrinal, 

yang menyebabkan ruang eksplorasi empiris terhadap implementasi pasca-putusan MK masih terbuka 

lebar. Studi ini belum mengkaji secara mendalam dampak sosial dan administratif yang ditimbulkan 

oleh norma baru terhadap pelaku perkawinan campur di berbagai wilayah yurisdiksi Indonesia. Oleh 

karena itu, agenda penelitian ke depan dapat diarahkan pada pengujian empiris terhadap efektivitas 

implementasi perjanjian kawin pasca nikah dalam praktik pertanahan, perbankan, dan pencatatan 

sipil, termasuk persepsi dan pemahaman para pemangku kepentingan seperti notaris, pejabat 

pertanahan, dan pasangan WNI-WNA itu sendiri. Batasan ini justru membuka peluang bagi peneliti 

lain untuk melengkapi bangunan hukum yang lebih holistik dan berbasis pada kenyataan sosial yang 

hidup dalam masyarakat. 
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